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ABSTRAK 

 

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN 

KHUSUS ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  

TINDAK PIDANA 

(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II  

Bandar Lampung) 

 

Oleh 

RIEZKIKA RIDHO MUSTOFA 

 

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna 

mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan 

pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. 

Permasalahan penelitian adalah penerapan sanksi pidana penjara di lembaga 

pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan 

pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. 

 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan 

adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari 

Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pemerhati Anak di Bandar Lampung dan 

Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan 

adalah kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana penjara di 

lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas 

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan 

Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir (2)  Penerapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan sistem 

pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 1999 tentang pembinan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan 

yang sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

II Bandar Lampung Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
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Klas II Kota Bandar Lampung diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan 

narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja.  

 

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Bandar Lampung untuk menentukan langkah-langkah atau tahap-tahap 

pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu 

berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan 

pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan 

oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, dan tidak 

mengulanginya lagi.  

 

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Penjara, Anak, Tindak Pidana. 
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ABSTRACT 

  

IMPLEMENTATION OF PRISON CRIMINAL SANCTIONS IN CHILD 

SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS FOR CHILDREN  

WHO DO CRIMINAL ACT 

(Case Study in Special Development Institution for Class II Children 

Bandar Lampung) 
  

By 

RIEZKIKA RIDHO MUSTOFA 

  
Imprisonment sentences given to children are not the right solution to reduce the 

number of crimes against children, therefore guidance and education must be 

provided for children not to repeat their actions again. The research problem is the 

application of prison sanctions in special child development institutions to children 

who commit criminal acts and the implementation of child development at the Class 

II Special Development Institution for Children in Bandar Lampung. 

  

The research method uses an empirical juridical approach; the data used are 

secondary data and primary data. The study was carried out using library research 

and field studies. The informants in this study consisted of Staff of the Special Child 

Development Institute, Observers of Children in Bandar Lampung and Lecturers of 

Criminal Law at the Faculty of Law. University Lampung. The data analysis used is 

qualitative. 

  

The results of the study show that (1) The application of imprisonment in a special 

fostering institution for children against children who commit crimes based on the 

Juvenile Criminal Justice System (SPPA) provides protection for children who are 

in conflict with the law carried out based on the principle of deprivation of liberty 

and punishment as a last resort (Article 2 letter I of Law Number 11 of 2012 

concerning the Juvenile Criminal Justice System) and Article 81 Paragraph (5) of 

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that 

imprisonment for children is only used as a last resort (2) Application the coaching 

carried out at the Special Development Institution for Class II Children in Bandar 

Lampung is carried out with a correctional system based on Law Number 12 of 

1995 concerning correctional institutions, and the implementation of fostering 

convicts at the Special Development Institution for Class II Children Bandar 

Lampung based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning 

construction and guidance of inmates. Based on what the author has described 

above, the Special Development Institution for Class II Children in Bandar 

Lampung. The pattern of coaching carried out at the Class II Penitentiary in Bandar 

Lampung City is applied to child convicts, which is different from adult convicts, 

namely that there is no job training coaching. 
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The advice in this thesis is that it is hoped that the Special Development Institution 

for Class II Children in Bandar Lampung will determine the steps or stages of 

coaching to be socialized to all child prisoners so that they always try to follow 

every coaching program well and add coaching, especially education for each 

criminal acts committed by child convicts so that they are more aware of their 

mistakes, and not repeat them. 

 

Keywords: Application, Criminal Sanctions, Prison, Child, Crime. 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Lamun duit sai mak ngedok pagun uwat pok nginjam, anyin lamun teduh sai mak 

ngedok dipa pok dapok nginjam.” 

(K.H. Said) 

 

 

”Amun mak gham sapa lagi ,  amun mak ganta  kapan lagi” 

(Riezkika Ridho Mustofa) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman 

yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan 

putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht). 

Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan 

dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi 

warga binaan lembaga pemasyarakatan.1 

 

Fungsi pidana penjara atau pemasyarakatan tersebut mengarahkan supaya 

narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta 

mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan 

masyarakat, menjadikan narapidana bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga 

dan masyarakat sekitar atau lingkungannya. Pemidanaan pada saat ini lebih 

ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan 

masyarakat, termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum.2 

 

Seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan 

globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa di atasi secara 

maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang di 

                                                           
1 R.N. Tubagus Ronny, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, Jakarta, 2010, hlm. 76. 
2 Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, 

Bandung, 2014, hlm. 4 
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lakukan di kalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan 

ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan 

urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di kalangan 

anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya 

dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa saja menjadi 

pelaku kejahatan.3 

 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan 

masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak 

sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari 

generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 

manusia bagi pembangunan nasional.4 

 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumya disertai unsur mental dengan 

motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai 

kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan suka 

menyalahgunakan harga dirinya. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang 

sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada 

saat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru 

yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan dipahami secara 

baik oleh anak, sehingga hal-hal tersebut itulah yang nantinya akan menjadi 

                                                           
3 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi 

Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1. 
4 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 

2004, hlm. 68. 
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masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak melakukan 

suatu tindak kejahatan.5 

 

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna 

mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan 

pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya 

kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya akan memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu dampak positif, negatif, 

psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap anak tersebut. Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan 

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 

81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir”.6 

 

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur 

balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat 

pembinaan adalah rumah penjara diperuntukkan bagi narapidana, dan rumah 

pendidikan negara diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 

                                                           
5 Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2. 
6 Kartono Kartini, Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 5. 
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Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan 

sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh 

karena itu, pembinaan dan pendidikan merupakan suatu sistem dan sarana yang 

tepat agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 

melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang 

bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.7 

 

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum mengenai pemidanan. Sistem pemasyarakatan disamping 

bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga 

yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila.8 

 

Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga 

Pemasyarakatan Anak itupun tentunya dipisah-pisahkan sesuai dengan status 

mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Pasal 

18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 

dikatakan bahwa: Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian di dalam 

Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, juga dikatakan bahwa: Setiap anak yang dirampas 

                                                           
7 Ibid, hlm. 6-7 
8 Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atma 

Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 429. 
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kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. 

 

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana penjara terhadap Anak hanya 

digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak 

dilaksanakan, salah satunya, berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan 

pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi 

Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan 

khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana? 

b. Bagaimanakah penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?  

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana 

khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan 
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khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan 

pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar 

Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Bandar Lampung. 

Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan 

khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

b. Untuk mengetahui penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dam 

pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis yaitu:  

a. Secara Teoritis: 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai 

penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian memberikan kontribusi kepada 

kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya 

dan hukum pidana. 
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b. Secara Praktis: 

1) Bagi Mahasiwa 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa 

tentang penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2) Bagi Lembaga 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak 

hukum dalam menegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana penjara di 

lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana. 

3) Bagi Masyarakat 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat kepada aparat tentang penerapan sanksi pidana penjara di lembaga 

pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.  

a. Teori Hak-Hak Dasar Anak 

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
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mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan 

perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan 

bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.9 

 

Hak anak berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak 

mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang 

dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar 

mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan 

merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin 

memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi 

dengan melibatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.10 

 

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap 

anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya 

semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non 

formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, 

berkreasi, dan beristirahat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berlakhlak 

mulia, dan sejahtera.11 

 

                                                           
9 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3S, Jakarta, 2015, hlm. 9 
10 Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hokum dan 

Masyarakat, Rafika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 228 
11 Nur aini, Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak 

Anak Korban Eska (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta, Jurnal Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 34 
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b. Teori Pemidanaan Anak 

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan 

dari peradilan terhadap orang dewasa. Dengan kata lain, anak yang melakukan 

tindak pidana harus mendapat perlakuan khusus selama proses peradilannya. 

Perlakuan khusus tersebut harus sudah dimulai sejak anak tersebut mulai 

dikenalkan pada proses peradilan pidana, yakni mulai dari penyidikan sampai 

dengan pemeriksaan di pengadilan. Teori pemidanaan merupakan dasar-dasar 

serta tujuan pidana. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti di 

bawah ini:  

1) Teori Retribusi  

Pidana adalah akibat hukum yang mutlak harus diadakan guna 

memberikan balasan bagi pelaku kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan 

menjadi dasar pembenaran suatu pemidanaan, sebab kejahatan tersebut 

mengakibatkan penderitaan bagi korban kejahatan, sehingga pidana harus 

diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembalasan atas 

kejahatan yang telah dilakukan sehingga membuat orang lain menderita. 

Pembalasan tersebut tanpa memperhatikan akibat-akibat yang mungkin 

terjadi setelah diterapkannya suatu pidana, tidak memperdulikan kerugian 

yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat. Teori ini menganggap 

bahwa suatu pemidanaan merupakan akibat yang harus diterapkan guna 

sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana 

digambarkan sebagai suatu penderitaan sehingga apabila pelaku tindak 

pidana tidak dapat merasakan penderitaan maka petugas dinyatakan gagal. 

2) Teori Deterrence  

Teori ini tidak sama dengan teori retributif yang memandang bahwa 

pemberian sanksi pidana hanya bertujuan sebagai pembalasan belaka. 

Teori deterrence memandang bahwa terdapat tujuan lain dari pemidanaan 

yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, teori ini bertujuan bahwa 

pemidaan bukan dijatuhkan karena seseorang berbuat kejahatan melainkan 

sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.  

3) Teori Rehabilitasi  

Pandangan ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence sebab 

memiliki tujuan pemidanaan yang hampir sama, meskipun menurut 

pendapat Andrew Ashworth sebenarnya teori rehabilitasi memiliki suatu 

alasan pemidanaan yang tidak sama dengan pandangan teori deterrence. 

Teori deterrence memiliki tujuan utama yaitu melakukan tindakan 

preventif terhadap terjadinya kejahatan, sedangkan teori rehabilitasi ini 

lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan.  
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4) Teori Incapacitation  

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat 

selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat 

pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian 

dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap 

tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. 

Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada 

masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, atau yang 

sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang 

dilakukan secara berulang-ulang.  

5) Teori Resosialisasi  

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang 

mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan 

kebutuhan sosialnya, dalam dekade 30 Tahun terakhir, teori yang telah 

mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan 

lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik 

karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana 

diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa 

kebebasan. 

6) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi  

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian 

akibat dari sesuatu yang tidak benar, sedangkan restitusi dapat diartikan 

sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus 

berkaitan dengan kepemilihan atau status. Teori Kompensasi merupakan 

teori yang didalamnya mewajibkan untuk melakukan pembayaran ganti 

rugi atas kerusakan yang diperintah oleh pihak pengadilan terhadap orang 

yang terbukti melakukan kerusakan.  

7) Teori Integratif  

Berdasarkan pendapat Pallegrino Rossi yang memberikan penjelasan 

mengenai teori gabungan yang berkembang dalam sistem Eropa 

Kontinental diberi sebutan vereninging teorieen. Meskipun diriya 

menganggap bahwa retributif merupakan asas utama serta beratnya suatu 

pidana tidak boleh melampaui batas keadilan, dirinya juga meyakini 

bahwa pidana memiliki pengaruh seperti halnya sebagai pencegahan, 

memberikan efek jera serta memperbaiki kerusakan dalam kehidupan 

masyarakat.12 

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan 

dalam penulisan atau penelitian.13 Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek 

                                                           
12 Andi Sofyan, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84. 
13 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 103. 
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dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat 

dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Sanksi pidana adalah sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan 

menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang 

tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan 

pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan 

hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar 

hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan 

tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.14  

b. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai 

macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah 

dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau 

sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.15 

c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ang selanjutnya disingkat LPKA adalah 

lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan 

pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.16 

d. Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang 

belum dewasa (minderjarig atau person under age), orang yang di bawah 

umur/keadaan di bawah umur (minderjarigheid atau inferiority) atau kerap 

                                                           
14 Barda Nawawi Arief, 2002,  Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 109 
15 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 2004, hlm 69 
16 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2016, hlm 62. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
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juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige 

ondervoordij).17 

e. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan 

kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.18 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan 

Konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum 

pidana, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. 

 

                                                           
17 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 

36-37 
18 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10, 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai 

dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan ini yaitu penerapan sanksi pidana penjara di lembaga 

pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 

penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Bandar Lampung. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Pemidanaan 

 

 

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana 

seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa 

“penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan 

sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). 

Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan 

konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu 

yang abstrak.19 

 

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 

pemidanaan, yaitu:  

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri  

2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.  

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang 

dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.20 

 

                                                           
19 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2006, hlm. 6 
20 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 8.  
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Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: 

Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori 

Nisbi dan Teori Gabungan: 

a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien) 

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, 

setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar 

menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga 

dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari 

dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang 

berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. 

Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. 

“pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan 

untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar. 

b. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien) 

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 

pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus 

dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatgu pidana bagi masyarakat atau 

bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh 

daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus 

`diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah 

dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, 

yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. 

Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan 

dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut 

menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini 

ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan 

agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.teori relatif 

ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki 

si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan 

kejahatan. 

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien) 

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul 

teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan 

tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki 

penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan 

pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan 

cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa 

teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, 

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 

perbuatan yang dilakukan terpidana.21 

                                                           
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-

Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm. 166 
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B. Tinjauan Umum Tentang Anak 

 

 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya 

dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia 

berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.22 Anak memiliki 

karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasadan merupakan 

salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak 

anak menjadi penting diprioritaskan.23  

 

Anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan: 

a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. 

b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan. 

c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang 

lain. 

d. Anak  merupakan  tunas,  sumber  potensi  dan  generasi  muda  penerus 

perjuangan  cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena 

itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai 

korban dari perbuatan buruk seseorang. 

 

2. Kategori Batasan Anak di Bawah Umur 

Berikut  ini  uraian  tentang  pengertian  anak  menurut  peraturan  perundang- 

undangan: 

                                                           
22 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang, 

2010. hlm. 11 
23 Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. 

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. 
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a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 

1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 

18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya. 

b. Anak  di  dalam  definisinya  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  

2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  Ayat  (1)  menyatakan  anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak  

yang  masih  dalam  kandungan,  definisi  pengertian  anak  ini  juga masih 

dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 

Ayat (16) menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 

(lima belas) Tahun. 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang  Pasal 1 Ayat (5) menyatakan  anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Pasal 1 Ayat (3) menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum 

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana, Ayat (4) menyatakan anak yang menjadi korban 

tindak pidana  yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak  yang 
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belum  berumur  18 (delapan belas) Tahun  yang  mengalami  penderitaan 

fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak 

dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum 

dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu 

mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 

kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.  

 

Mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada 

batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan 

di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.24 

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam 

menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap 

perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan 

                                                           
24 Tri Andrisman, Buku Ajar Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, 

Bandar Lampung, 2018, hlm. 34.  
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yang mana  yang akan  dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu 

sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah 

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak  yang akan menggantikan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) Tahun 

sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga  mengatur 

tentang peradilan anak. 

 

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana 

 

 

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah suatu usaha 

untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan 

berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.25 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

                                                           
25 Barda Nawawi Arief, 2002,  Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109 
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dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.26 

 

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan 

upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum 

dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit 

identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan 

tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya 

hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas 

lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, 

bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan 

bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.27 

 

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang 

menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 

demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Jika kita 

                                                           
26 Ibid, hlm. 110. 
27 Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet.I, Balai 

Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93. 
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menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian dari 

penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja 

dalam upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.28 

 

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu: 

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja 

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum 

tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama 

saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus 

dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya 

wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak 

hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat 

penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan 

demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal 

orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan 

atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan 

keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari 

masyarakat sampai ke masyarakat. 

b. Sebagai upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku 

masyarakat.  

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang 

mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, 

sehingga akan tanmpak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-

nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai 

ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak 

pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah 

kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara 

lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah 

hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. 

c. Untuk menciptakan, memilihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.  

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak 

yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak 

tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian.29 

                                                           
28 A.Soetomo, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Pustaka Kartini, Jakarta, 2006, hlm. 3. 
29 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, 2001, Sinar Baru 

Bandung, hlm. 54. 
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Umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup 

masyarakat. Hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika 

perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma atau kaidah 

hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana 

kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau 

keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Upaya penegakan hukum dalam 

kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka 

pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum 

haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan 

berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan 

hukum yang adil dan pasti.30 

 

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada 

ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian 

dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya 

menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah 

actor security.31 

                                                           
30 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2. 
31 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2005, hlm. 21. 
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Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula 

diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas 

atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila 

diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa.32 

 

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada 

dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full 

menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil 

dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum 

aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.33 

 

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah:  

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

                                                           
32 Ibid, hlm. 22. 
33 Ibid, hlm. 23. 



24 

 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. 

b. Faktor Penegakan Hukum  

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal 

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 

hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang 

kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih 

diberikan wewenang kepada jaksa.  

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain.34 

 

 

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang 

mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat 

sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) 

                                                           
34 Soerjono Soekanto, Op. Cit, 2005, hlm. 21. 
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budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan 

aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar 

kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum 

secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat 

diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus 

menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam 

UUD Negara RI 1945.35 

 

                                                           
35 Ibid, hlm. 25. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.36 

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua 

metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan 

secara yuridis empiris. 

1. Pendekatan secara yuridis normatif 

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah 

berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya 

dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. 

 

2. Pendekatan secara yuridis empiris 

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap 

pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris 

dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau 

gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.37 

 

                                                           
36 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 112. 
37 Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14. 
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B. Sumber dan Jenis data 

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada 

objek penelitian yang dilakukan di Bandar Lampung dengan mengadakan 

wawancara dan pertanyaan kepada terkait. Serta didukung dengan wawancara 

dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam 

penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan 

tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara 

melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan 

arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang 

berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat 

yang terdiri dari bahan hukum antara lain:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar 1945  

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan-bahan penunjang lain  

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, 

secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan 

kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian 

kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di 

internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.38 

 

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

                                                           
38 Abdulkadir Muhamad, Op . Cit, hlm. 192. 
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a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung 

pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

kepada para informan yang sudah ditentukan. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu: 

a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai 

dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali 

mengenai kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

kerangka yang ditetapkan. 

c. Sistematisasi data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi 

kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab 

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas. 
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D. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak    1 orang 

2. Pemerhati Anak di Bandar Lampung    1 orang 

3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung  1 orang + 

Jumlah        3 orang 

 

E. Analisis Data 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis.39 Analisis ini tidak diproleh melalui bentuk 

hitungan.40 Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan 

secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat 

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum. 

 

                                                           
39 Abdulkadir Muhammad, Op . Cit, hlm. 127. 
40 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir dengan ketentuan ½ dari orang dewasa dan maksimal 

10 tahun. 

2. Penerapana pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 

dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

1999 tentang pembinan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang 

sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
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Kelas II Bandar Lampung Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II Kota Bandar Lampung diterapkan untuk narapidana 

anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan 

pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena 

narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola pembinaan yang 

diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, 

pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volly, futsal, badminton). 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar 

Lampung untuk menentukan langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan 

disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha 

untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan 

pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang 

dilakukan oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, 

dan tidak mengulanginya lagi.  

2. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar 

Lampung Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menujang 

dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan 

petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan 

seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak.  
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	Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Fungsi pemidanaan pada s...
	Fungsi pidana penjara atau pemasyarakatan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan narapidana bertanggun...
	Seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa di atasi secara maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang di lakukan di kalangan anak-anak, bahk...
	Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab u...
	Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumya disertai unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya. Anak da...
	Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pi...
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